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Oleh MamlakParde;:ie SH:' M-H APU?- .

' _'_-”;A Latar Belakang .

positif, namun juga terdapat sejumiah kekhawatiran akibat sampingan dari

__erbagal Perzituran Pemndang-undanoan menung ukk & berbagm Segz 8 o

" ketentuan tersebut. Kekhawatiran dimaksud, sebageumana dintarakanoleh

Remy Prud ’komme (1995), berupa tidak tercapainya efisiensi produksi,
terjadinya Kolusi, korupsi dan nepotisme (Benyamin Hoessein, SH : 1999).
Selain itu; hukum di negaral berkembang menurut Nonet dan Selznick, bahwa
pada waktu statu negaramengalarmi’ kemerdekaan, maka hal yang harus dibenahi
&dalahpﬁnyusunantaxanankehldupml sosial, ekonomidan pohhksecarabam Selama
aspek tersebut masih perlu ditata maka hukum pun akan sering berubah, sesuai
kemgman penguasa (Nonet & Selznick, 1 978:25). .

~Hukum yang bertujuan menciptakan keadﬂan bagi anggota masya:akat
udak terlepas dari pengaruh berbagai aspek yang mengelilinginya. Masyarakat
yangmempakan obyek yang ditwju hukum untuk menikinati keadilan merupakan
salah:satu unsur yang sangat penting yang perlu dipertimbangkan dalam
menciptakan hukum. Salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan
hukum adalah gejala-gejala sosial yang terjadi.dalam masyarakat. Agar hukum
dapat ditegakkan secara efekiif, dan tujuan hukum dapat dicapai, maka proses
interaksi antara gejala dalam masyarakat dan kepastian yang diciptakan hukum
periu dipertimbangkan. Proses interaksi dalam masyarakat tidak cukup dengan
mempertahankan pola saja, melainkan diparlukan pula penegakan nilai-nilai,
yang sifatnya lebih memaksa. Dalam Kaitan imi, perlu diperhatikan pendapat
sosiologi hukum yang mengemukakan berbagai sub sistem sosial yang
mempengarufn hukum.>

! Makalah menpakan hasil penelitian mandin, dilaksanakan untuk memberikan sumbangan
pemikiran dalam rangka Pembangunan Hukum Nasional.
*  Ahli Peneliti Utama Bidang Hukum Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
yaisagal Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM-RI di
Menurut Satjipto Rahardjo, sub sistem Budaya, sub sistem Sosizl, sub sistem Politik
dan sub sistem Ekonomi merupakan suatu struktur yang berbeda pengaruhnya
terhadap perkembangan hukum. Letak struktur tersebut bersifat tidak dapat diubah,
bersifat tetap. Sub sistemn Budaya terletak paling atas, karena budaya merupakan
suatu sistermn yang paling kaya akan ide, gagasan, dannilai, atau kaya akan informasi.
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o Sﬁategipembanmmanhuhxmbwsanyadiam}mnsebagamsahayangddakukan
' _' oleh kelompok tertenty, ber_kaﬁan dengzm bagaamana hukum dlbentuk

. __Strategi pembangunan hukmnresponsﬁ mengandung cm adanyapengamh yang

‘besar dari lembaga peradilan, dan partisipasi luas kelompok sosial atau individu di

'_da]ammasyarakatdalampenenman arahpeakembanganhtﬂmm Halini mernpunyai
arti bahwa peranan pemerintah dan legislatif relatif berkurang, Adanyatekanan dari

: 'parﬁszpasx Inas masyarakatdan kedudukannya yang relatif bebas memungkmkan
lembaga pemdﬂan/proses peradxlan menjadl Iﬁ'eatnf khususnya dalam menghadapl
responsnf dlmana pada eﬁdumya hukum adat mempunyal posm yan g kuat :
(Narrington Moore.: “The Social. Origins of Diviatorschip and Democracy
Lord and Peasant in the Makmg of Modem Word\ld Boston, Beacon ] 966 :
hal 1-30). St

Timoulnya keraguan terhadap keberadaan hukum karena keadﬂan yang
mempakan salah satu prinsip utama dari hukum, tidak terpenuhi. Prinsip keadilan
tidak pernah berubah keadilan yang dirurnuskan para filsuf secara berbeda-beda,
namun tujiiannya adalah agar tercapai keseunbangan dalam penerapannya, yaitu
keseimbangan antara nilai-nilai secara ideal dan kenyataan dimana hulkum
dioperasikan. (Satjipto Rahardjo. “lmu Hukum”. Citra Aditya Bakti; 1966,
hal 170-173). Anistoteles memberikan pendapat tentang keadilan bahwa keadilan
adadimana-mana, dan tidak lahirkarena pemikiran, dan bersifat “in-different”,
tetapi apabila keadilan ditetapkan, maka akan berakibat adanya tanggung jawab,
seperti sanksi dalam suati pelanggaran norma. (Friedman; 1953;29). o

~‘Proses penegakan hukum pada suatu masa dapat berbeda karena
perkembangan masyarakatnya. Dalam masa reformasi politik mengalami perubahan
yang berakibat hukurn pun pertu dirubah, karena hukum dibentuk sesuai dengan
kemanan politik hukum suatu negara. Apabila tatanan politik suatu negara mantap
akan berakibat hukum bersifat otonom (Myrdal "Penelman Terhadap Hukum

Semakin ke bawah, makanilai dan gagasan semakm lemzh, namun sebaliknya semakm
ke bawah energinya semakin besar. Sub sistem yang dikemukakan di atas, mem:hk;
fungsi masing-masing, sebagai berikut:

a. Sub sistem Budaya berfungsi untuk mempertahankan pola. Fungsi ini
menghubungkan sub sistem sosial dengan sub sistem budayanya. Melalui fungsi
dari aktifitas tersebut, maka hubungan hubungan dalam masyarakat memad;
bermakna.

b. Sub sistem Sosial, adalah menjalankan fungsi integrasi. Proses interaksi dalam
masyarakat tidak cukup dengan mempertahankan pola saja, melainkan diperlukan
pula penegakan nilai, yang sifatnya lebih memaksa. Dalam hal ini terlihat bahwa
Hukum berperan penting dalam fungsi integrasi.

c. Sub sistem politik sangat mempengaruhi perkembangan hukum apabila hukum
yang ada memberikan peluang yang besar bagi terciptanya kekuasaan;

d. Sub sistemn ekonomi sangat dominan dalam perkembangan hukum, sebagaimana
dilihat dalam perkembangan perdagangan internasional saat ini (prinsip GATT
mempengaruli berbagai pembentukan peraturan perundang-undangan).
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: :NegaraBerkgmbang” ]971 219 220) Hukumd1 negaraberkembang menumt.'." o
" "Nonet dan Selznick, bahwap"da_wakﬂxsuam negaramenga}.axm kemerdekaan, -
U -makahaiyanghamsdibenahlada]ahpenyusunantatanankehzdupansoszal,ekononn S

~ dan potitik secara baik. Selama aspeltersebut masih perln ditata, maka hukum

: pun akan sermg mengalarm perubahan sesual kemgman penc'uasa (Noner

- dan sektor pa_;ak Pembangunan nas;onal negara n:u sebaglan besar dlblayal oleh"r i

. pendapatan pajak dari rakyamya. Diperkirakan, negaralndonesxapunnanhnya-_  '
* -akan demikian, setelah sudah menjadmegarayang mapan. Artinya negara kita

- sudah m\,ryadl negarayang maju industr dan eko-iormnya, dan rakyatnya pun sudah
_ mdup sejahtera dan sudah | menyadari betapa pentingnya membayar pajak, sebab
pa}ak tersebut nantmya pun untuk keperluan seluruh masyarakat Indonesia, -

Den zan dlberla}qﬂqannya Peraturan Pemndan g-undang Perpajakan di Indo-
nesia; diharapkan seluruh masyarakat sadar bahwa membayar pajak itu sangat
penting, karena pendapatan pajak itu adalah untuk menyelenggarakan perbangunan
nasional, termasuk melaksanakan pelayanan terhadap mereka Yyang memang
membutuhkannya. Masyarakat membutubkan pelayanan yang baik, termasuk di
dalarmnya keinginan untuk memperoleh fasilitas yang dibutubkan bagi hidupnya.
Kenyataan menunjukkan, bahwa setiap penyusunan Anggaran Pembangunan dan
Belanja Negara(APBN), masih menekankan penerimaan negaradari sektor pajak.
?ajaksebagm mlang punggungAnbgazan Pendapatan dan BelanJaNegam (APBN).

Sebagannana diketahui, revisi empatUUperpajakan merupakan keinginan
pemenntah untuk menyesuaﬁian UU di bidang perpajakan dengan tuntutan
peﬁcembangan globaldannasmnal yang berubah begim cepat. Dalam sebelas tahun
berlakunya sistem pajak yang didasarkan pada prinsip self-assessment (menaksir
pajak sendiri), masih adasebagianmasyarakatyangﬁdakgujurdalammeng‘mtuno'
pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah kelemahan Mungkin secara mental
bf:};um smp menenu&can pajaknya sendm

Selam i, masih banyak dana yang diparkir di luar negeri yang lolos dari
pajak sertaadanya kecenderungan memanfaatkan yayasanuntuk menghindari pajak.
Pada sisi lain, untuk mencegah praktek yang merugikan negara itu, pemerintah
cenderung kembali melaksanakan sistem pemotongan pajak secara final yang
ditugaskan kepada perusahaan seperti pemotongan pajak deposito 15 persen oleh
bank. Hal itu dinilai tentunya tidak sejalan dengan sistern self-assessment.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997, merupakan suatu cara pemerintah untuk meminta
pertanggungan jawab rakyat akibat tunggakan pembayaran pajak. Tonggakan
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- __'pajak dapat menghambat pemenntah me}aksanakan pembangunan yang

- bertujuan kesejahteraan rakyat melalui penmgkatau ekonomi; Cara: yang
N d:atempuh pemerintah’ dalam rangka penavlhan pajak tunggakan melalui Surat

~ . ‘Paksa inimerupakan suatu kekuatan hukum yang memaksa, subagaimana
. ‘diatur dalam Pasal I angka 10 UU No.19 Tahun 1997 tentanc Penaglhan
.Pajak Dengan Surat Paksa L. N RITahun 1997 No. 42: o

Tujuan penagl.han pa_]ak denga_n kekuatan hukum memaksa adalah untuk

- '_membenkan penekananyana lebmterhadapkesembangan antarakepenhngan

o bahwa surat paksa penaolhan pagak mempunya; kekuatan hukum ya:ﬂg sama
denga.n kepumsan pengadﬁan yang mempunyai- kekuatan hukum teta§3 Pasal

surat paksa ml blasanya dnkuu dengan penyltaan atas harta milik wajzb pajak _

Penagzhan pajak dengan Surat Paksa berkaltan dengan hak dan
kewaijan WajibPajak yang dalam Undang-Undang ini didefinisikan den gan
istitah Penanggung Pajak dan Pejabat Pajak, dan Pejabat yang diberi wewenang
untuk menagih pajak dengan Surat Paksa * Melihat kewenangan dan mekanisme
pemungutan pajak dengan surat paksa sebagaimana diuraikan diatas,
memmbulkan d13~sml<romsam dengan berbaga; peratman terkait, '

E ?ermasaiahan.- AR :

UU Pajak tahun 1983 Iebxh menekankan pada self assessmem dan
menetapkan sasaran penyuluhan pelayanan dan pemeriksaan. Selain itu,
kedudukan wajib pajak yang semula hanya sebagai objek pajak, ditingkatkan
menjadi subyek pajak yang harus dibina agar melaksanakan kewajibannya.
WNamun dengan fax reform tahun 1994, hak dan kedudukan wajib pajak justru
diperlemah. Selain itu, terdapat kebijaksanaan yang memungkinkan dibentuk
Badan Peradilan Penyeiesman Sengketa Pajak yancr tidak bisa digugat ke
Peradﬂan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan UU No.19 Tahun 1997, kedudukan hak dan wajib pajak semakm
diperlernah. Misalnya, terdapat asumsi bahwa surat ketetapan hasil pemeriksaan
secara apriori dianggap telah sesuai dengan UU Perpajakan, sehingga akibatnya
wajib pajak dipaksa untuk melunasi hutang pajaknya. UU No.19 Tahun 1997
cenderung mengabaikan hak asasi manusia terutama asas praduga tidak
bersalah. Ketidak adilan tersebut sernakin bertambah dengan kemungkinan
terjadinya kekeliruan pemeriksa pajak dalam menerapkan ketentuan tersebut.

* Lima Undang-Undang Perpajakan Baru Tahun 1997, PT Novindoe Pustaka Mandiri,
Jakarta: 1997 hal. 131, dan hal. 156.
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. dapat melakukan sita tersebut, menimbulkan pertanyaan, bagaimanakah

i '_'has.memsasx ketentuan tersebut dengan ketentuan lain yang terkait, seperti :

©* UUD 1945; Ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR); UU Kejaksaan, BUPLN/
~ PUPN:

CUHP; KUHAP;.

e

"Q";(HAM)dn

| -.C Anahsns Permasa!ahan T A T
Salah satu mguan negara hukum adaiah untuk mewuwdkan kesejahteraan

masyarakat ‘yang dicapai melalui ketertiban “untuk: mencapai keadilan’

Kesej ahteraan rakyat dapat tercapai, apabﬂa ekonomi secara keseluruhan
meningkat. Apabila kewajiban unfuk membayar pajak tidak dilaksanakan, maka
pcmermtah melalui instansi pajak; akan melaksanakan Penaglhan Pajak Dengan
Surat Paksa (UU No.19/1997), yang mempakan ‘upaya pemezintah untuk
“nenmgkatkan kese_}ahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar beﬂan ggunf!
Jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonormi.

Menurut ‘pendapat Hans Kelsen, babwa sanksi dalam suatu UU
menfrgambarkan adanya keharusan anggota masyarakat untuk tunduk pada

kewaﬁban yang - diberikan, yaitu pembayaran pajak, sebagai salah satu partisipasi -

guna menunjang pembangunan. tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
merupakan salah satu alat pernerintah untuk menseJ jahterakan rakyat. Agar
tercapai tujuan UU tersebut, diberikan Sanksi . _ _
Tujuan UU No.19 Tahun 1997 adalah untuk menjaring dana masyarakat
guna terlaksananya pembangunan yang bertnjuan . guna - kesejahteraan
masyarakat apabila ketiga unsur ya;tu struktur, substan51 dan budayahukum
dapat berjalan dengan baik sesuai fungsi masing-masing.” Kulturpara Pejabat
dan ‘Wajib Pajak yang kurang loyal terhadap kewajiban sebagai pejabat
dalam pelaksanaan tugasnya yang berakibat masa bodoh dan kurang

3 MochtarKusumaatmadja Pembangunan Hukum Nasional”, Alumni, Bandung, 1987,

hal. 7.

Hans Kelsen, dalam Llly Rasymh Paradigma Hukum Posmf Remaja Rosdakarya

Bandung: 1993, hal 83.

Gustav Radbrach, sebagai pendnkung teori tujuan hukum dan keadilan, bersama-

sama dengan Aristoteles, “Bentham, Apeldorn mengatakan bahwa tujuan hukurm yang

utama adalah  keadilan yang mch?utx keadilan distributif yan% didasarkan pada

Erestasx atau jasa, keadilan kumuian vang didasarkan pada jasa, keadilan vindikatif,
ahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya, dan keadilan legalitas yaitu

keadilan vang ingin diciptakan olek undang-undang

&
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s _".--..ﬁﬂalamrangkapemungutanpajak dzperlukanﬂnda kanpemenmahyang{_,: SO
"_'--:bers;fat memaksa dalam menanggu}.angl penunggakan pajak, karenapajak =
merupakan salah satu unsur penunjang pembangunan, sebagaimana diatur:
. dalam UU:No. 19 Tahun 1997. Dalam pelaksanaan E«:ewanangan Pejabat. -
jrfPenagihan Pa;ak Dengan Surat Paksa’ yang mempunyaititel eksekutorial,. - -

B _ _;UU Pokok~pokok Kekuasaan: Kehak}man (U L
- N0.4/2004); Penerapan Asas Praduga T;.dak Bersalah Hak asas1 Manusla o
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) pengetahuan tentancr masalah perpajakan akan: merupakan unsur.yang
menghambat pemasukan negara. Dengan demikian diperlukan adanya’
'penyuluhan hukum untuk menambah kesadaran tentang kewapban anggota
masyarakat dalam berparﬁmpa& dalam pembangunan yang bertujuan untuk
-kemakmurannya juga. Tindakan secara kualitatif dalam UUNo. 19Tahun 1997 .
mempakan tindakan yang membatasi: kemerdekaan wajib pajak. - L

+Bila disimak secaramendalam berbagal ketentuan dalam Undang~Undang :

--No 19 Tahun 1997 tentang penaglhan pajak dengan surat paksa ini; dapat
dikemukakan beberapa ketentuan yang: bertentangan dengan }{etentuan-
pemndang undangan lamnya, antaralam sebagai berikut : L

1. Lem%@aga Pengrrps Piutang Negara

Pajak yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak yang merupakan piutang negara,
sebenamya lembaga yang berwenang mengurus piutang negara adalah PUPN dan
BUPLN sebagalmana ditegaskan dalam UU No.49 Plp Tahun 1960 jo Keppres
No.11 Tahun 1976 jo Keppres No.11 Tahun 1991 jo ICW (UU Perbankan
Negara). Namun penyelesaian melalui jalur tersebut menurut kenyataan
membutmhkan jangka waktu yang cukup panjang dan tidak efektif. Guna mengatasi
masalah tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan UU No.5 Tahun 1991 dan
Keppres No.55 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan. Dalam Pasal 27 UU No.5 Tahun 1991 dlkatakan bahwa
Kejaksaandengan kuasakhusus dapatbertindak di dalam manpun di lvar pengadilan
untuk kepentingan negara. Dan peran kejaksaan ini disebutkan sebagai peran
tambahan. Bila dikaji lebih mendalam, bahwa peranan Kejaksaan sebagai Pengacara
Negara sekaligus sebagai penuntut umum, dapat dilaksanakan andaikata dalam
penagihan pajak yang ditangani ternyata ditemukan unsur tindak pidana.

2. Bertentangan Dengan Asas Praduga Tidak Bersalah

Petugas pajak sebagai pihak yang berwenang mengurus piutang negara, dalam
penagihan pajak dengan surat paksa, diyakini dapat cepat membawa hasil kendati
cenderung mengesampingkan segi-segi hukum. Kepentingan penagihan pajak
dengan surat paksa yang mengutamakan pemasukan devisa bagi negara, semestinya
berpijak pada aturan yuridis. UUD 1945 menegaskan, bahwa negara RI adalah
negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas
kekuasaan belaka (machisstaat). Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,
hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dijunjung tinggi, karena
hukum nasional kita harus metandasi dan mengarahkan segala perilaku masyarakat
maupun Pemerintah di dalam pembangunan negara, bangsa dan masyarakat.®

¢ Dulam pada ita masih ditegaskan pala oleh pasal 27 ayat 1 UUD 19435, bahwa Hukum yang
berdasarkan Pancasila dan GUD 1945 itu harus menjamin kedudukan vang sama di dalam
hukum den pemerintahan bagi segala warga negara, seria wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan ity dengan tidak ada kecualinya.
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Proses hukum memerlukan pembuktlan yang fan‘ benar selenvkapg_ L
- lena}capnya,danbahkandnnatamsyamkat%ahpunmasmdlanggapﬂdakbemalah x
- sampal dibuktikan oleh keputusan pengadilan (Azas Praduga Tidak Bersalah

‘yang dijamin ¢ oleh UU No, 14 Tahun 1970 yang lazim dikenal denganAzasPre-
- sumption fonnocent) "ﬁdaktermmp Jugakemunalanan bahwademi kepentingan

. yangsecaraobjekrif dinilai lebih besar, kemungl
- (Menutup Perkara demi kepentingan Emum) yang sedﬂut banyak -mendesak e

'-_'berlakunyasecarapenuhasaskebenarandankeadﬂan e

berpegang teguh pada prnsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka
o .ar& dan tuJuan penyempumaanUU Pclpajakan ini mengacu pada kebij aksanaan
sebagal alﬂbat tidak dﬂunasmya utang pa_}a}( sebagalmana mestmya Terhadap
tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang
mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Baik UU No.17Tahun 1997 maupun
UU No.19/1997 sama sekali mengabaikan hak asasi manusia, berupa pengabaian
atas asas Praduga tidak bersalah.

3. ?engernan Titel Eksekutorlai

L OU Penagman Pajak denoan Surat Paksa mengatur ketentuan tentang
tata _c;;ara tindakan penagihan pajak yang berupa penagihan seketika dan
sekaligus, pelaksanaan ‘Surat Paksa, penyitaan, pencegahan, dan atau
penyanderaan, serta pelelangan. Dalam Undang-undang ini, Surat Paksa dibeni
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat
diajukan banding sehmgga Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan
ditindaklanjuti sampai pelelangan barang. Dalam kaitan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat, bahwa ketentuan Pasal 224 HIR tidak dapat diterapkan
langsung, karena pengertian kekuatan titel eksekutorial harus terlebih dahulu
diputuskan oleh pengadilan. Ketentuan yang mempunyai titel eksekutorial adalah
kebijakan yang dianggap sepibak, sebagaimana dituangkan dalam fatwa Mahkamah
Agung Nomor 213/229/85M1/Um-TU/Pat, tanggal 16 April 1985. Dengan
demikian ketentuan penagihan pajak dengan surat paksa yang bertitel eksekutorial
bertentangan dengan Pasal 224 HIR maupun Fatwa Makhamah Agung.

4. Penyitaan

Dalam BAB IV tentang PENYITAAN, pada Pasal 12 UU No. 19 Tahun
1997, ditetapkan Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat
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-+ UU Perpejakan, menjunjung tinggihak warga, neérara dan menempatkan_ -
'.kewzgzban perpajakan sebagai kewa;zban kenegazaandanmempakan sarapaperan - -
“serta rakyat dalam. pembzayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan :
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* menerbitkan Surat Perintah melaksariakan Penyitaan. Dalam Pasal 17, antara

- lain ditegaskan, bahwa: Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan,
saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu, Dalam Pasal 25 UU No.19
Tahun 1997, antaralain ditetapkan, bahwa: apabila utang pajak dan atan biaya

" penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan; Pejabat

berwenang melaksanakan penjualan secaralelang terhadap barang yang disita

-+ Bertitik tolak dari ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, dapat

 dikemukakan bahwa tata cara pelaksanaan penyitaan; adalah harus
berdasarkan kepuiusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pagal 226 dan
227 HIR, antara lain mencgaskan, bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan
melalui surat permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya
akan dikeluarkan keputusan mengenai penyitaan tersebut (Revindicatoir dan
Conseérvatoir Beslog). Dengan demikian petugas pajak yang melakukan
penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana diatur dalam UU No:19
Tahun 1997, tidak dibenarkan melakukan penyitaan tanpa seijin Ketua
Pengadilan Negeri.'? Y/ NN R Y

5. Penyanderaan |

Guna kepastian pemungutan pajak, dalam Pasal 33 UU No. 19 Tahun
1997 ditegaskan, bahwa : Penyanderaan hanya dapat dilakukan Penanggung
Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam
melunasi utang pajak. ' o 2 y

® . Dalam kaitan tersebut, dalam Pasal 13 UU No. 19 tahun 1997, aniara lain ditetapkan,
bahwa : Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggun g Pajak yang berada
di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk
-.yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak
tanggungan sebagai 1J;aminan pelunasan uwtang terientu berupa @ barang bergerak
termasuk mobil, perhiasan, uara]% tunai, dan deposito be;&angka, tabungan, ‘saldo
.- rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan iu, obligasi,
_Baham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertasan modal pada perusahaan
lain; dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan apal dengan isi

-. kotor tertentu. Penyitaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sampai dengan nilai
barang yang disita diperkirakan cukup melunasi utang pajak dan biaya penagihan

ajak.
i g/ir R. Tresna, Komentar HIR, Pradnya Paramita Pustaka Tekhnologi dan Informasi,
Cet.Ke-14, Jakarta, 1993, Halaman 186-195.
Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dagat dilaksanakan
berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah
mendapat 1zin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1. Masa
enyanderaan pa]in% lama 6 {(enam} bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-
amanya 6 (enam) bulan. Besarnya jumlal utang pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan dalam Pasal 20 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah. Dalam kaitan
ind, Pasal 35 UU No. 19 Tshun 1997, maneta%kan bahwa : Penyanderaan terhadap
Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak terheniinya
pelaksanaann penagihan pajak..
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-+ Lembaga Gijzeling (Penyanderaan), berdasarkan ketentuan perundang-
. undangan, lembaga sandera ternyata tidak dihapus dengan UL dalam arti peraturan. -
- sederajat, melainkan hanya dengan suratedaran Mahkamzh Agung yang tingkainya

- lebihrendah. Pasal 209 HIR meneniukan,jika tidak ada atau idak culup barang

buksi untuk memastikan pelaksanaan keputusan hokin, maka Ketua Pengadilan

 Negara (PUPN) berdasarkan UU.No.49

Prp Tahun 1960. Dengan demikian penyanderaan yang dilakukan oleh fiscus
(Petugas pajak) sebagaimana diatur dalam UU No.19 Tahun 1997 ‘adalah

bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdaia (HIR).®

 Tindakan penyanderaan adalah bertentangan dengan asas UUD 1945 yang

mengakux dan menghormati terhadap HAM. Kedanlatan dari ralyat dalam negara

? .Mengenal penyanderaan, keberadaan lembasa glgemiing gantr mah diberiakukan oleh
emerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesiadengan | _asaci (9 5\d 224 HIR joPasal
42 s\ 258 RBG tahun 1948, Lembaga ini berfungsi sebagai upaya paksa mengeksekusi
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekoatan hokum tetag terhadap orang yang
tidak ada atan tidak cukup harta kekayaan guna memenubi seoala kewajiban dengan cara
- meramggs{ikemerdekaannya melalui pengtapan Ketua Pengadilan. Namun dengan SEMA
~ MNo.2/1964 jo SEMA N0.04/1975, leinbaga sanders (Gijzehng) tidak diakiifkan lagi dalam
. Hukum Acara Perdata di Indonesia karena bertentangan dengan Sila TIPANCASILA,
kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian iean P 14e.1/20C0, lembaga
sanderaini kembalidihidupkan. . oot o e e L
' Ditinjau dari segi yuridis formil dan pedoman tekhnik pembennﬂ(gﬁﬁemmm perundang-
undangan, menurut salah seorang pakar perundang-undangan : MR Inge Van Der Viies
dalam tukunya: Hand Boek Wetgeving (1987), menyebuﬁcan beberapa asas yang baik
dalam pembentukan peratiran perundang-undangan, yaitu ; Het beginsel van deduidelijk
-doelstelling (kejelasan tujuan pembentukan); Her Beginsel van het jiuste orgaan
(pencntman kewenangan lembaga/organ yang berhak membentul: dan menerima delegasi
‘pembentukan); Het rood zakeli heids beginsel (keperivan mendesak); Het beginsel
van devoerbaarheid (kemungkinap pelaksanaan peratiwan yang dibentuk); Hes beginsel
van de consensus (konsensus atau ‘kesepakafan aniad pémeriniah dan rakyat);
Hetbeginselvan de duide}izjk terminolngie en duidelijk sysiematick (peristilahan dan
sistematika yang jelas); He! beginsel van de kenbma?eid {asas dapat diketahni dan
dikenali oleh setiap orang); Het rechigeliji: heids beginse! (periaknan yang sama tethadap
hukuimn); Het beginsel van de individuale rechis bedeling (pedakuan khusus terhadap
keadaan tertentu). Disamping it juga dikenal beberapa asas dalam penerapan suam
rundang-undangan, antara Iain ; Lex posterior derograt legi %’wn, (peratoran yang
ari mengalahlkan peraturan yang lama); Lex specinlist devograf legi generali (peraiuran
yang ¥husus mengalahkan perafiran yang umum); Lex superior devograt legi inferior
{peraturan éf;lng tinggi mengalahkan peratoran yvang lebih rendah), Selain i, menurat
201 perundang-undangan, jﬁcatidak (ie as makna suatu dang-undangan, maka dapat

ditafsirkan secara: Grammatikal (menurnt tata bahasa); * Sisfemankal (hubungan
keseluruhan antara pasal yang satu dengan lainnya); Historike! (melihat perkembangan
ierjadinya perundang-undangan, %eﬂmdmgan fweishistorisch), perkembangan lembaga
k Yang diatur (rechishistoriche); Telzologiz (jvan pembuatan peraiian ), ekstensil
{perluasan pengertian hukum); restriialf (mempersempit artifistilah hufum).
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P hanya dapat thWll_]Ud Jlkalau semua anggota masyarakat mempunyal hak dan

. _kebebasan yang tidak dapat d1batas1 atau dlrampas tanpa persetujuan dam yang _

K 6.'- | Peﬂmdunganﬁukum Wajlbi’agak e
| Salah sam tuju__ dan tax r@fom tahun 1983 dengan mengnﬁodusxr 8
:."self “assessment. 1taral 1a1n adalah untuk menghﬂangkan dermnqsx aparamx

dan aparatur pemenksa pa;ak Kedua undang undang tezsebut tldak

mengandung ketenfizan yang memberikan perhﬁdungan terhadap waj ﬂj ajak
yang menjadi korban dari kekehruan pemenksaan pajak dalam menerapkan
UL Perpajakan. Waj ib pajak yang! kemudlan bandingnya dunenangkan oleh
Badan Penyeiesalan Sengketa Pajak, namun haﬂabendanya telah terlebih dahulu
dilelang.

Ketentuan pasal 40 UU No. 19 tahun 1957, menyatakan bahwa wajib
pajak tidak dapat meminta atan tidak berhak menuntut . pengembalian barang
yang telah dllelang, ‘akan tetapi Direktur Jenderal pajak hanya akan
mengembahkan keleblhan pembayaran pajak dalam bentuk uang dari hasil
pelelangan harta benda wajib pajak. Ketentuan mi jelas menggambarkan adanya
ketidakadilan yang harns dialami oleh wajib pajak Wajib pajak yang telah
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan jujur dan benar, bukan tldak
mungkm nasxbnya men_]ach korban dari ulah pemenksa pagak :

¥ i dunia Barat, arti per:]da% dari penjaminan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusiadalamnegaras rmilal disadari abad ke-17 sebagalmmaa dikermnukakan
‘oleh mﬂquenegamanﬁohniﬂcice (1632-1704) dengan reorinya “Declaration of fnde-
*. Amenka Serkatmempelopori penwnusan konstitisional yang kemnudian ditkun
cleh Prancis dengan : Declaration des Droits de Phomme du Citoyen (1789)°. Dalam
-sejarah penyusunankonsntum (UUD) di dunia Barat dimaksudkan untuk menentukan
batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan méngatur jalannya permerintahan.
Berdasarkan perkembangan zaman konstitusi di zaman modern tidak lagi hanya memuat
atiran hukum, melainkan juga mertmuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum,
haluan negara, dan patokan kebijaksanaan, yang kesemuanya mengikat penguasa.
Menurut Sir Ivor Jerinings dalam bukunya : Cabinet Government, menerangkan prinsip-
prinsip konstitusi, yaitu : “Practices turn into conventions and precedents creaie rules
because they are consistent with and are implied in the principles of the Constitutions.
Of threse, there ave forr of maajor importence, The British Constitution is &m&n, it
is pariiamentary; it is monarchical; and it is a Cabinet systeny’”, Disamping it, menunit
Lord Bryee sebagaimana dikutip oleh C.F. Strong dalam bukunya “Medern Pelitical
Consitufions”, merumuskan konstitusi sebagai berikut : “a frame of political society,
organised trcugh and by law, thatis to say, one in which Iaw has established perrnanent
institutions with recognised fanctions and definite righis”.
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L undangan, norma mate

~Dis- Smkmmsast Peramran i’emndmg-undangan Dalam ?erpa_]akan -

- ‘sama; lain secara Organis, secara plralmda (tata umtan peraturan pemndang- L
- _'-undangan) dari norma-norma’ yang terbentuk secara hirarkhis. Penafsitan.
. be lakunya. suatu pcrundaag-undangan harus dlpemmbangkan berdasarkan -

: "-_3_'Z:_n11m-nﬂa1 dan suatu aturan hukum, apaka.‘n isisesnaru  peraturan perundang- T
- : iel sesnai dengan hukum yang ideal; hukum: yanghidup
" danberkembang dalam kenyataan di masyarakat (The fving lnw) yang berada

- dlatas hukum positif atau dengan nilai yang disalurkan dari kebudayaan.
' " Dalam aliran positivisie, penafsxrkan suatu undanv—undanw menjadi
terkekang dalam suatu positivisme hukum analitis (Analya‘zsch
Resclilpositivisme), dimana hukum diasmgkan dari masyarakat Hukumit
dilihat sebagai suatu hal yang pasti yang d}tetapkan dalam Sumberhukum (low
in the books). Berlainan halnya dengan aliran permklran realisme (pﬁ agma
tism legal realism), bahwa suatu undang- undang ‘ditafsirkan den gan
memperhatikan kebiasaan yang hldup dan berkembang chtengah masyarakat
{law in action ), dengan mengemukakan permkn'an “Ww iaw zs wkai it
d@e&‘” o B

Dan kond;sz tersebut dlatas dapat dlkemukakan bahwa aJHan posxtmsme
mengutamakan kepastzan hukum. Hukum hanya dipergunakan sebagal alat bagi
penguasa untuk melaksanakan kekuasaannya. Sedangkan aliran penukuan
realisme, 1deahsme dan pragmausme adalah mengutamakan keadilan, yaitu
empirisme yang harus diwji dengan’ratio. Kekuasaan , ditinjan dari sifatnya adalah
merupakan gabungan darj ¢ empmsme denﬂran posmmsme, sehmgga hukumitu,
datangnya adalah dari kekuasaan yang sifatnya tidak abadi (sementara).
Kekuasaan itu, berbicara mengenai benar dan salah sedangkan hukum adalah
berbicara’ mengenai baik dan buruk

Menurut Irawan Soeyltno bahwa membentuk peraturan perundang—
undangan dlperlukan bakat seni tersendiri. Demikian juga pendapat Reed
Dickerson seorang Guru Besar Perundang~undangan dari Universitas Califor-
nia, mengatakan bahwa “Legzslanf drafting is both a science an art”. Hal
yang sama juga dikemukakan oleh P.M. Bakhsi Guru Besar Perundang-
Undangan dari India, bahwa “Knowledge of law is inteligence, memory,
and judgement, while drafting is skill and art”. (Sti Hariningsih, S.H., MLHL,
Proses dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Khususnya
Peraturan Daerah, 2003).

‘Dewasa ini, dalam penyusunan suatu peraturan pemnda.n g»t.ndangan
belum ditemukan suatu standar/pola baku, sehmgga masing-masing lembaga,
institusi baik pemerintah, DPR maupun organisasi masyarakat mempunyai
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pandangan penafs;ran, serta pola yang berbeda-beda dalam penyusunan
'!'_peramran pemndang—undangan Dengan terbentuknya standardisasi kegiatan
_penyusunan peraturan perundang- -undangan ini, antara lain’ diha.rapkan:aka_n
dapat: Menetapkan suatu pola/standar yang dapat dijadikan sebagai acuan

-~ dalam penyunsunan suatu peraturan perundang«-undangan Membenkan

_pemahaman kepada pemenntah Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat
- '3_mengenm urgensi prinsip-prinsip dasar: yang! hams dlpenuhl dalam penyusupan
- suain, naskah akademis. peraturan perundang undangan Mempennudah
_ perumusan asas dan tujuan serta pasal yang akan dxaturdalam suatu Rancangan
"Undang—undangkemudlan e

7 Penutup

Berdasaikan uralan tersebut dl atas pada akhn‘ penuhsan makalah }Iil,
dapat dakemukakan beberapa kesmpulan Bahwa Ketentuan ?enaglhan Pajak
Dengan Surat Paksa, adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan
pemndang»undangan di b1dang terkait, antaralain :

1. Reformasi perpajakan yang memberlakukan sistem self- assessment yang
bertujuan untuk meminimalkan kontak langsung antara wajib pajak dengan

_ aparatur pajak, tampaknya telah kembali kepada sistem yang berlaku sebelum
~tahun 1984, karenaasas asasdanszstemte:sebut telah diganti menjadi prosedur

2. 'Dengan dlterbatkannyaUU No.17 Tahun 1997 dan UU No.19 Tahun 1997

 maka wajib, pajak ditempatkan pada posisi yang tidak bisa mendapatkan
perlindungan hukum. Ketidakadilan ini dapat terjadi karena wa_]lb pajak menjadi
korban dari tindakan pemeriksapajak yang dengan sengaja atan tidak telah
kelimu menerapkan ketentuan tersebut. _

3. Pengertiantitel eksekutorial sebagalmanadlmdalampenaglhanpa}akdﬂngan
surat paksa, adalah bertentangan dengan fatwa Mahkamah Agung No.213/
229/85/M/Um-TU/Pat, tanggal 16 April 1985 maupun Pasal 224 HIR.

4. Bahwa tata cara pelaksanaan penyitaan sebagaimana diatur dalam
penagihan pajak dengan surat paksa, adalah bertentangan dengan tata cara
sebagairnana diatur dalam HIR yang harus berdasarkan keputusan
pengadilan (Pasal 226 dan Pasal 227 HIR, (Revindicatoir dan Conservatoir
Beslag), karena harus seijin Ketua Pengadilan Negeri.

5. Bahwa tindakan penyanderaan yang dilakukan oleh fiscus (Petugas pajak)
sebagaimana diatur dalam UU No.19/1997 adalah bertentangan dengan Pasal
209 s\d Pasal 224 HIR jo Pasal 242 s\d 258 RBG tahun 1948 ketentuan
Hukum Acara Perdata (HIR), PERMA No.1/2000; Pengakuan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar
manusia.
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st Smkzomsasn Pcramran Pemndang undangan Dalam Perpa_]akan__- Ll

__§?_.;._._lSaran!Rekomendasn : .

: 1 . Ketehtuan UUNo.19 Tahun 1997 tentang penagxhan pajak dengan surat ' ._ o
paksa hendaknya dlsmkromsasﬂcan dengan ketentuan hukum_ d1b1dang .
- terkait, seperti UUD 1945 Hukum Acara Perdata (HIR) : KUHAP :

T ]:_;:.fK{HJIP?UU Kejaksaan, BUPLN; PERMA No.1/2000.

EE '._ . ;'Pesamya pemngkatan ﬂmu psngetahuan dan telmologx, khnsusnya dalam o

- perekonomian, maka para aparat penegak hukum perlulebih mening J:,katkan
‘SDM sehin gga dlhampkan dapat menegakkan hukmn dan dapat mengungkap
! perbuatan yang sepintas lali bukan mempakan kejahatan @lsampmg it
peratian permdang-undangansebagaldasarhlﬂqnn unuﬂcmenangkalkqahatan
. pertu disempurnakan,
4. - Untuk menyesvaikan pemun gutan pajak dengan smtem seif assessment, perlu
- dilakukan demokratisasi pemungutan pajak, dalam arti bahwa aparatur pajak
khususnya dalam pemeriksaan, memilili kedudukan yang sejajar dan sederajat.
- Tegasnya, wajibpajak tidak hanya d1anggap sebagat objek pajak, melainkan
-sehagai sebyekpajakyang terhonnai; N
5. Perlu diadakan sanksi terhadap para aparatm‘ pa] ak dan pemenksa pajak
~ yang surai ketetapan pajak hasil pemenksaannya berulan gkah dibatalkan
‘oleh Ma_}ehs Perumbangan Pa_]ak L 2%
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